WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 2% /180/2026
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR
7/180/2026 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN RANCANGAN

Menimbang

Mengingat

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

bahwa dalam rangka penambahan Rancangan Peraturan
Walikota Pariaman ke dalam daftar Program Penyusunan
Rancangan Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2026,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang
Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Pariaman
Nomor 7/180/2026 Program Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota Pariaman Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KEEMPAT

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Repulik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA
PARIAMAN NOMOR 7/180/2026 TENTANG PROGRAM
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026.

Sebanyak 2 (dua) Rancangan Peraturan Wali Kota
ditambahkan ke dalam daftar Penyusunan Rancangan
Peraturan Wali Kota Tahun 2026 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal, 729 juu 2026

WALI KOTA PARIAMAN,




DAFTAR PENYUSUNAN RANPERWAKO TAHUN 2026

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR %3 /180/2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN

WALI
7/180/2026

KOTA

PARIAMAN

TENTANG

NOMOR
PROGRAM

PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
WALI KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

Latar Belakang

Materi Pokok,

Sasaran dan

No. R Naraa Pemrakarsa | Penyusunan dan L ngkup, Target Waktu
anperwako D dan Objek ;
asar Hukum Penyelesaian
Pengaturan

49, | Peraturan Wali | Dinas Tata cara dan -penerimaan Pemerintaha
Kota Pariaman | Pemberdaya | Mekanisme desa secara non | n Desa di
tentang an pelaksanaan tunai; Kota
Pelaksanaan Masyarakat | Transaksi Non -mekanisme Parlatnisn
Transaksi Non | dan Desa Tunai di Desa penerimaan
Tunai di Desa | Kota pendapatan non

Pariaman Undang-Undang | tunai;
Nomor 6 Tahun -pengeluaran
2014 tentang desa secara non ggggtus
Desa tunai;
-mekanisme
Peraturan pengeluaran
Menteri Dalam non tunai;
Negeri Nomor 20 | -pengecualian
Tahun 2018 pengeluaran
tentang non tunai;
Pengelolaan -penyediaan
Keuangan Desa sarana
prasarana
transaksi non
tunai desa;
-sanksi;

50. | Petunjuk Dinas Tata cara Penggunaan Pemerintaha
Teknis Brigade | Pertanian, pengunaan Bride | alat mesin n Daerah
Alat Mesin Pangan dan | Alat Mesin pertanian
Pertanian Perikanan Pertanian

Undang-Undang Agustus
Nomor 22 Tahun 2026
2019 tentang
Sistem Budi
Daya Pertanian
Berkelanjutan
P
2%
M|




